
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR 36 TAHUN 2019
 

TENTANG
 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 
LAMPUNG SELATAN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang: a .	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, 
maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat 
Daerah dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2 .	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

4 .	 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 



5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 16); 

8.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS 
JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG 
SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4.	 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
5.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan . 
6	 Asisten Sekretaris Dacrah Kabupaten adalah Asisten 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
7 .	 Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan . 
8.	 Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah atau pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 
9.	 Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 



10.	 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

11 .	 Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

12.	 Jabatan Fungsiorial adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi 
ya n g dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
 
SEKRETARIAT DAERAH
 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai 
berikut: 

a .	 Sekretaris Daerah . 

b.	 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahi: 

1)	 Bagian Tata Pemerintahan, membawahi : 

a) Sub Bagian Adrninistrasi Pemerintahan; 

b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 

c) Sub Bagian Otonomi Daerah. 

2)	 Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 

a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 

b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 

c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 

3)	 Bagian Hukum, membawahi : 

a) Sub Bagian Perundang-undangan; 

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi . 

4)	 Bagian Kerjasama, membawahi : 

a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri ; 

b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri; dan 
c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama. 

c .	 Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mernbawahi : 

1)	 Bagian Perekonomian, membawahi : 

a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 

b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi 
Perekonomian; dan 



c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 
Mikro Kecil. 

2)	 Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : 

a) Sub Bagian Penyusunan Program; 

b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan 

c)	 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi : 

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik; dan 

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa. 

4)	 Bagian Sumber Daya Alam, membawahi : 

a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 

b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup; dan 

c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 

1)	 Bagian Umum, membawahi : 

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan 
Kepegawaian; 

b) Sub Bagian Perlengkapan; dan 

c) Sub Bagian Rumah Tangga. 

2)	 Bagian Organisasi, membawahi : 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 

c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

3)	 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 
membawahi: 

a) Sub Bagian Protokol;
 

b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 

c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 

4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi : 

a) Sub Bagian Perencanaan;
 

b) Sub Bagian Keuangan; dan
 

c) Sub Bagian Pelaporan.
 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Bagian Kedua 

Bagan Struktur Organisasi 

Pasal 3 

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB III 

RINCIAN TUGAS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Sekretaris Daerah 

Pasal 4 

(1)	 Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta 
memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh 
perangkat daerah dan instansi lainnya. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), rincian tugas Sekretaris Daerah adalah sebagai 
berikut: 
a.	 mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah; 
b.	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 
c .	 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah; 
d.	 melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan 

Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; 
e. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

f.	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang kebijakan daerah; dan 

g.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 5 

(1)	 Tugas Pokok Asisten Pemerintahan dan Kesej ah teraan 
Rakyat adalah membantu Sekretaris Daerah dalam 
penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, 
hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan 
kebijakan daerah dibidang ke sra, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan 



dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata 
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja 
sarna. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai 
berikut: 
a .	 menyusun kebijakan daerah dibidang tata 

pemerintahan, hukum dan kerja sarna; 
b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah 

dibidang kesra; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat 

daerah dibidang tata pemerintahan, hukum, kesra 
dan kerja sarna; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum 
dan kerja sarna; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang 
kesra; 

f. melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
administratif kepada Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di daerah sesuai dengan bidangnya; 

g. kepadamemberikan pengarahan dan bimbingan 
untukbawahan tentang pelaksanaan tugas, 
dalammenghindari terjadinya penyimpangan 

pelaksanaan tugas; 
h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang tata pemerintahan, hukum, kesra 
dan kerja sarna; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pemerintahan 

Pasal 6 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Pemerintahan adalah 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 
otonomi daerah. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Pemerintahan adalah sebagai berikut : 



a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi 
kewilayahan dan otonomi daerah; 

b.	 menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

c.	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas perangkat daerah dibidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah; 

d.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 
daerah; 

e.	 memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas urituk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

f.	 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 
dan otonomi daerah kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 

Pasal 7 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Administrasi 
Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan, 
pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan; 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

a . menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah 
bidang administrasi pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 
dibidang administrasi pemerintahan; 

c.	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan 
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 

d.	 memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; 
e.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi 
pemerintahan; dan 

f.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 

Pasal 8
 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan 
adalah menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan , 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang administrasi kewilayahan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, 
penghapusan , penggabungan dan pemekaran wilayah 
kecamatan darr/ atau kelurahan; 

b.	 melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, 
kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan ' atau 
pemindahan ibukota kecamatan; 

c.	 melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan 
wilayah; 

d.	 menyiapkan bahan penetapan kode dan data 
kewilayahan; 

e.	 menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian 
kewenangan Kepala Daerah kepada Camat; 

f.	 menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana 
kelurahan; 

g.	 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; 
dan 

h.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 

Pasal 9 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah adalah 
menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang otonomi daerah. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Otonomi Daerah adalah sebagai berikut : 

a .	 menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD); 

b.	 menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (ILPPD); 

c.	 melaksanakan fasilitasi penyusurian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat 
Daerah; 

d.	 melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

e.	 memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 



f.	 menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 
Kepala Daerah; 

g.	 melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan 
pelaksanaan Pemilihan Umum; 

h.	 melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 
administrasi pergantian antar waktu pimpianan dan 
anggota legislatif; 

i.	 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang otonomi daerah; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf2 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 10 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat; 

d. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 
dan otonomi daerah kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 

Pasal 11
 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual 
adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
keagamaan, kesejahteraan so sial dan kesejahteraan 
masyarakat. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Otonomi Daerah adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

b.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang 
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

c.	 menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, 
sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

d.	 menyiapkan bahan penyusunan petunjuk 
pelaksanaan dibidang sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagarnaan; 

e.	 menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan 
dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan; 

f.	 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan 
melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang 
lembaga dan kerukunan keagamaan ; 

g.	 menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman 
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan urnat 
beragama; 

h .	 melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan 
kerja sarna antar lembaga keagamaan dan kerukunan 
umat beragama; 

1.	 menyiapkan bahan pengolahan data, saran, 
pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan 
penyusunan laporan program pembinaan umat 
beragama dan kerja sarna antar lembaga keagamaan; 

J.	 melakukan koordinasi lin tas sektor dan 
pertemuanf rapat-rapat koordinasi dibidang 
kerukunan umat beragama dan serta kerja sarna antar 
lembaga keagamaan; 

k.	 mernfasili tasi dan mengoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta 
kerja sarna antar lembaga keagamaan; 

1.	 memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan 
musyawarah antar umat beragama dan aliran 
kepercayaan; 

m.	 menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan 
forum kerukunan urnat beragama dan konsultasi 



kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran 
kepercayaan ; 

n.	 melakukan koordinasi kerja sarna sosial 
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan 
secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup 
antar umat beragama dan aliran kepercayaan; 

o.	 melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan 
umat beragama dan aliran kepercayaan; 

p .	 menyiapkan bahan , dan melakukan pemantauan dan 
evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan 
kerukunan keagamaan; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial 

Pasal 12 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kesejahteraan So sial 
adalah menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordinasian , pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

b .	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

c .	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang 
sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian 
pendudukdan keluarga berencana; 

d .	 menyiapkan bahan pelayanan adrninistrasi 
penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang sosial , 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

e .	 menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi 
program transmigrasi kepada masyarakat; 

f.	 menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah 
penempatan transmigrasi; 

g.	 menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta 
fasilitasi perpindahan transmigrasi; 

h.	 melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran; 



1.	 m elakukan pemberangka tan dan pengawal an calon 
transmigran dari daerah a sa l ke transito Kabupaten , 
Provinsi dan loka si transm igrasi; 

J.	 menyiapkan bah a n fasilitasi pemberian hiba h dan 
bantuan sosial kepada Badan jLemba ga , Ormas , 
kelompok m a syaraka t dan individu a tau keluarga; 

k.	 menyiapkan bahan pembina an , moni toring dan 
evaluas i pelaksanaan hibah dan ban tuan so s ia l kepa da 
Badanj Lembaga , Ormas, kelompok masyarakat dan 
individu atau keluarga ; dan 

1.	 mela ksanakan tugas ked inasa n lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat 

Pasal 13 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Kes ejahteraan Ma syaraka t dal ah 
m enyia pkan bah an perumusan , pela ksanaan, 
pengoordina s ian , peman tau an dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. 

(2) Un tuk menyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1) , rincian tugas Kepa la Sub Bagian 
Kesejah teraan Ma syarakat adalah sebagai berikut : 

a . menyiapkan bah a n pengoordinasian perumusan 
kebijakan pe me rin tah d aerah dibidang kepemudaan , 
ola h raga dan pa riwi sa ta; 

b. menyiapkan bah a n pengoordina si an pela ksanaan 
kebijakan pemerintah daerah dibidang ke pem u daan, 
ola h raga dan pariwi sata ; 

c. m enyiapkan bahan moni torin g, eva luasi d a n pelapora n 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang 
kepem u daan, olah raga dan pariwisata; 

d. menyiapkan bahan pelayanan a dm ini s tras i 
penyelenggara an u ru san pemerintahan bidang 
kepemudaan, ola h raga, pariwisa ta da n 
kema syarakatan lainnya; dan 

e.	 mela ksanakan tuga s kedina san lainnya yang d iberika n 
oleh a ta san. 

Paragraf 3 

Kepala Bagian Hukum 

Pasal 14 

(1)	 Tugas Pokok Kep al a Ba gian Hukum adalah m elaksanaka n 
penyiapan perumusan kebijakan da erah , pengoordina s ian 
perumusan kebijakan da erah, pen goord inasian 
pelaksanaan tuga s perangkat d aerah , pelaksana an 
pemantauan dan eva luasi di bidang perundang-undangan , 
bantuan hukum, dokumenta s i dan in formasi . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu gas pokok sebaga im a na 
dimaksud pada ayat (1), r in cian tugas Kepal a Ba gian 
Hukum adalah sebagai beriku t : 



a . menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 
d ibidang perunda ng-undangan , ban tuan hukum serta 
dokumentasi dan informa si ; 

b . m enyiapkan bahan pengoordina sian perumusan 
kebij akan daerah dibidang perundang-undangan , 
bantuan hukum serta dokumentasi da n informasi; 

c . penyiapan bahan pengoordinasian pela ksanaan tuga s 
perangkat da erah dibidang perundang-undangan , 
bantuan hukum serta do ku men tasi dan in forma si ; 

d . menyiapkan bahan pelaksana an peman tauan d an 
evaluasi dibidang perundang-undangan , bantuan 
hukum serta dokumenta si dan informa s i; 

e. m emberi petunjuk teknis, pengarahan da n bimbingan 
kepada bawahan te n tang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pela ksanaan tuga s ; 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegia tan di bidang 
perunda ng-undangan , bantuan hukum , do ku mentasi 
kepada a tasan, sebagai pe r ta n ggu ngjawaban kerja d an 
sebagai bahan pertimbangan lebih lanju t ; dan 

g.	 melaksanakan tu gas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh a ta sa n . 

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 

Pasal 15 

(1)	 Tuga s Pokok Kepal a Sub Ba gian Perundang-undangan 
adalah menyiapkan bahan perumusan , pe laksa n a a n, 
pengoordinasian, peman tauan dan evaluasi kebijakan 
d aerah d ibida n g produk hukum daerah. 

(2)	 Untu k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
d imaksu d pada ayat (1), rincian tuga s Kepala Sub Bagian 
Perundang-undangan adala h sebagai beriku t : 
a .	 m enyiapkan bah a n penyusu nan produk hukum 

d aerah ; 
b .	 m ela ksanakan h a rmonisa si dan sinkronisa si produk 

hukum daerah; 
c.	 menyiapka n bahan penjelasan Kep ala Daerah dalam 

proses penetapan Pera turan Daerah ; 
d .	 m enyiapkan bahan analisa dan kajian produ k hukum 

daerah ; 
e.	 melaksanakan pembinaan penyusunan produk 

hukum Daerah ; 
f.	 m enyiapkan bahan a dm in is tra s i pengundangan dan 

autentifika s i produk hukum daerah; dan 
g.	 m elaksanakan tuga s ke di nasa n lainnya yang diberikan 

oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 

Pasal 16 

(1)	 Tu ga s Pokok Kep al a Sub Ba gian Bantuan Hukum ad a la h 
m enyiapkan baha n perumusan, pelaksanaan, 
pengoo rd inas ia n , pemantauan dan evalua si kebijakan 



daerah dibidang sosial, transmigra si , kesehatan , 
pemberdayaan perempuan , perlindungan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tuga s Kepal a Sub Bagian 
Bantuan Hukum adalah sebagai berikut : 

a .	 melaksanakan koordina si perma sal ahan hukum dalarn 
penyelenggaraan pemerintahan d aerah; 

b.	 melaksanakan fa silita si bantuan hukum, konsulta s i 
hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan 
hukum ba gi unsur pemerintah daerah dala m sengketa 
hukum bai k di dal am maupun di luar pengad ilan ; 

c.	 melaksanakan koordinasi dan fa s ilitas i kerjasama 
dal am penanganan perkara h ukum ; 

d .	 m elaksanakan koordina si dan evaluasi penegakan dan 
perlindungan Hak Asa si Marrus ia (HAM); 

e.	 m enyiapkan bahan penyusunan pendapa t hukum 
(legal op in ion); 

f.	 melaksanakan evaluasi dan pelaporan te rhadap ha sil 
penanganan perkara sengk eta hukum; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d iber ikan 
oleh a tasan . 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Pasal 17 

(1)	 Tuga s Pokok Kepala Sub Ba gian Dokumenta si dan 
Informasi a dalah menyiapkan bah an perumusan, 
pela ksana an , pengoordina sian , pe mantauan dan evaluasi 
kebijakan d aerah dibidang sos ial, t ra nsm igras i, 
kesehatan , pemberdayaan perempuan , perl indu ngan 
a nak, pengendalian pendudu k dan keluarga berencana . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok seba ga imana 
d im aksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Su b Ba gian 
Bantuan Hukum adal ah sebagai ber iku t : 

a.	 m elaksana kan inventarisasi dan dokumenta s i produk 
hukum daerah dan pe ra tu ran pe ru n dang-u nd a ngan 
lainnya ; 

b .	 menghimpun serta m engolah data dan in formas i 
sebagai bahan dal am rangka pembentukan kebijakan 
d aerah; 

c.	 melaksanakan pengelolaan j a r in gan dokumentasi dan 
in formasi hukum; 

d.	 m emberikan pelayanan a d mi n is t ras i informasi produk 
hukum; 

e .	 rrJelaksanaka n !?osia lisasi, penyuluhan dan d eoi rnirioa i 
produk hukum daerah maupun peraturan perundang­
undangan lainnya ; 

f.	 m elaksanakan evaluasi dan pelaporan te rhadap 
do ku men tasi dan informasi produk hukum da erah; dan 

g.	 m elaksanakan tugas kedin a san lai nnya yang d iberikan 
oleh a tasan. 



Paragraf4 

Kepala Bagian Kerjasama 

Pasal 18 

(1)	 Tuga s Pokok Kepal a Ba gian Kerjasama adalah 
m elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasi an perurnusan kebijakan da erah , 
pengoordinas ian pelaksanaan tuga s perangkat daerah , 
pemantauan dan evaluasi pelaksana an ke b ijakan da erah , 
dan pelaksanaan pembinaan a d m in is tras i dibidang 
fasi litas i kerjasama dalam negeri, fasilita si kerj a sama luar 
n egeri d an evaluasi kerja sama. 

(2)	 Untuk m enyelenggara kan tu gas pokok seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Kerjasama a dal ah sebagai berikut : 
a . m enyiapkan bahan peru musan ke bijakan daera h 

dibidang kerjasama dal am n ege ri , ke rja sama lua r 
negeri dan evaluasi kerjasama; 

b . menyiapkan bahan pengoordinas ian perumu san 
kebijakan d a erah di bidang kerj a sa m a dalam n egeri , 
kerj asama luar n ege ri dan evalua si kerjasama ; 

c. menyia pkan bahan pengoord in a sian pelaksanaan 
tuga s pe rangkat da erah d ibid ang kerjasama dal am 
negeri , ke rj a sama luar n egeri dan eva luasi kerj a sama ; 

d. menyiapkan bahan pemantauan d an eva lu a si 
pela ksan aan kebijakan daerah d ibidang kerja sama 
dal am n egeri , kerj a sama lua r n egeri dan evaluas i 
kerjasama ; 

e. m enyi apkan bahan p elaksanaan pembin aan 
a d m in istrasi d ibidang kerj a s ama ; 

f. memberi petunjuk teknis, pengarahan d an b imbinga n 
k epada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari te rjad inya penyimpangan dal am 
pelaksanaan tugas; 

g. menyusun laporan pelaksanaan kegi a tan d ibidang 
a d m in istrasi pemerintahan , adm in istrasi k ewilayahan 
dan otonomi daerah kepada a tasan, sebagai 
pertanggungj awaban kerja d an sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut; d an 

h.	 melaksanakan tuga s ked inasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 

Pasal 19 

(1 )	 Tuga s Pokok Kepal a Su b Ba gian Fa silita si Kerja sama 
Dalam N e ge r i ada lah m e nyia.plcari bahan perumueem, 
p elaksana an , pengoordinas ian , pemantauan dan eva luasi 
kebijakan d a erah dibidang ke rjasama daerah dal am 
negen . 

(2)	 Untuk m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepal a Sub Bagian 
Fasilitasi Kerjasama Dal am Negeri adalah sebagai berikut : 



a.	 menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan 
dibidang kerja sarna dalam negeri; 

b .	 melaksanakan pengolahan data kerja sarna daerah 
dalam negeri; 

c .	 melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil 
kerja sarna daerah dalam negeri; 

d.	 melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah 
Daerah; 

e.	 melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sarna 
daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah dilingkungan pemerintah kabupaten j kota; 

f.	 melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
kerja sarna daerah dalarn negeri; dan 

g.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 

Pasal 20 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasarna Luar 
Negeri adalah rnenyiapkan bahan perurnusan , 
pelaksanaan, pengoordinasian, pernantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang kerjasama daerah luar negeri . 

(2)	 Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut : 

a .	 menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan 
dibidang kerja sama luar negeri; 

b .	 melaksanakan pengolahan data kerja sarna luar negeri; 

c.	 melakukan pengendalian dan perumusan data hasil 
kerja sama daerah luar negeri; 

d .	 melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama 
daerah luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah dilingkungan pemerintah kabupaten jkota; 

e .	 menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kerja sama daerah luar negeri; dan 

f.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama 

Pasal 21 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerjasama 
adalah menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang pemantauan dan eva lu a s i kerja sarna 
luar negeri dan dalarn negeri. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Evaluasi Kerjasama adalah sebagai berikut : 



a.	 menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan 
dibidang pemantauan dan evaluasi kerja sarna luar 
n egeri dan dalam negeri ; 

b.	 m elaksanakan monitoring dan eva lu a s i kerja sarna 
daerah dalam dan luar negeri; 

c .	 m elaksanakan penyusunan laporan hasil evalu a s i kerja 
sarna daerah dalam dan luar negeri : dan 

d.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh a tasa n. 

Bagian Ketiga 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 22 

(1)	 Tugas Pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
a da la h membantu Sekretaris Daerah dalam 
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah , 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangka t da erah , 
penyusunan kebij akan daerah dan pemantauan dan 
evalua si pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
perekonomian, a d m in is t ras i pembangunan , pengadaan 
barang dan jasa dan sumber daya a la m o 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut : 

a .	 pengoordina sian penyusunan kebij akan daerah 
dibidang perekonomian , a dm in is t ra s i pembangunan , 
dan su m ber daya alarn ; 

b.	 pengoordinasian pelaksanaan tuga s perangkat daerah 
dibidang perekonomian , a dm in is tras i pembangunan, 
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam; 

c.	 penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan 
barang dan j a sa ; 

d.	 pemantauan dan evaluas i pelaksanaan kebij akan 
daerah dibidang pengadaan barang dan jasa ; 

e .	 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebij akan 
da erah terkait pencapai an tujuan kebij akan , dampak 
yang tidak diinginkan, dan faktor yang m empengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian , 
administrasi pembangunan , dan sumber daya a la m; 

f.	 m elaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
administratif kepada Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di d aerah sesuai dengan bidangnya ; 

g.	 m emberikan pe ngarahan dan bimbingan kepada 
b a w ahan ten tang pelaksanaan tu ga s , untuk 
m enghindari terjadinya penyimpangan d al am 
pelaksanaan tugas; 

h .	 m emberikan u sulan dan pertimbangan kepada a tasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yan g a kan 
diambil dibidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan 
kerja sarna ; dan 



1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf 1 
Kepala Bagian Perekonomian 

Pasal 23 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Perekonomian adalah 
melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD , 
pengendalian dan distribusi perekonomian , dan 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Perekonomian adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan 
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas perangkat daerah dibidang pembinaan BUMD 
dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian , 
dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro 
kecil; 

c . menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, 
pengendalian dan distribusi perekonomian , dan 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 

d. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas ; 

e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 
dan otonomi daerah kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Pernbfrraan BUMD dan BLUD 

Pasal 24 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan 
BLUD adalah menyiapkan bahan perumusan, 
pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang pengelolaan Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 



(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kep ala Sub Bagian 
Pembinaan BUMD dan BLUD adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan 
teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan 
Badan Layanan Umum Daerah ; 

b.	 m enyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum 
Daerah ; 

c .	 melakukan a nalisa perkembangan dan pen capai an 
kinerj a Badan Usaha Milik Daerah dan dan Badan 
Layanan Umum Daerah ; 

d.	 melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usah a Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah ; dan 

e .	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yan g diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Pengendalian 
dan Distribusi Perekonomian 

Pasal 25 

(1)	 Tugas Pokok Kep al a Sub Ba gian Pengendalian dan 
Distribusi Perekonomian a d a la h m enyiapkan bahan 
perumusan , pelaksanaan , pengoordina sian , pemantauan 
dan eva luas i kebij akan daerah dibidang a d m in is trasi 
kewilayahan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tuga s pokok seba gaim a na 
dimaksud pada aya t (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian adala h sebagai 
berikut : 

a .	 menyusun bahan dan data serta analisa dibidang 
pengendalian dan d istribusi perekonomian ; 

b .	 menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang 
pengendalian dan di stribusi perekonomian; 

c.	 melaksanakan koordina si dengan in stan si terkait 
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan 
distribusi perekonomian ; 

d.	 menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan 
di stribusi perekonomian; 

e .	 m elaksanakan pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan dibidang pengendalian dan di stribusi 
perekonomian; 

f.	 memfa s ilita si dan pembinaan dibidang pe nge ndalian 
dan di stribusi perekonomian; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh ata san. 



Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan
 
Ekonomi Mikro Keeil
 

Pasal 26 

(1)	 Tugas Pokok Kep al a Sub Bagian Perencanaan dan 
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil adalah menyiapkan 
bah an perumusan, pelaksanaan, pengoordinasian, 
pemantauan dan eva luasi kebij akan d aerah dibidang 
otonomi daerah . 

(2)	 Untuk m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kep ala Sub Bagian 
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 
adalah seba gai berikut : 

a .	 menyusun bahan dan data serta a nalisa dibidang 
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil ; 

b .	 m enyusun bahan perumusan kebij akan dibidang 
perencanaan dan pengawasan ekonomi m ikro kecil ; 

c.	 m elaksanakan koordinasi d engan in stansi terkait 
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan 
pengawasan ekonomi mikro kecil; 

d .	 m enyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum kegiatan perencanaan dan 
pengawa san ekonomi mikro kecil; 

e .	 m elaksanakan pemantauan dan evalu a si serta 
pelaporan dibidang perencanaan da n pengawa san 
ekonomi mikro kecil ; 

f.	 m emfasilita si dan pembinaan dibidang perencanaan 
dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya ya ng diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf2 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 27 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 
adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah , pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah , pemantauan dan 
evalu a s i pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
penyusunan program, pengendalian program dan 
evaluasi dan pelaporan. 

(2)	 Untuk m enyel enggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut : 
a.	 p enyiapan ba.hari pengoordinasian p erumus an 

kebijakan daerah dibidang penyusunan progr am , 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 

b .	 penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat d aerah dibidang penyusunan program , 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan ; 



c .	 penyia pan bahan pemantauan dan eva luasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkai t pencapaian 
tujuan kebijakan , dampak yang tidak diinginkan , dan 
faktor ya ng mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebij a kan dibidang penyusunan program, pengendalian 
progra m dan evaluasi dan pelaporan ; 

d .	 pela ksa aan fu n gsi la in ya ng d iberikan oleh As is te n 
Perekonomian da n Pembangunan yan g berka itan 
dengan tu gasnya; 

e .	 memberi petunjuk te kni s , pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tuga s untuk 
menghindari terj adinya penyimpangan dal am 
pelaksanaan tugas; 

f.	 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan d ibidang 
a d m in istra s i pemerintahan , a d m in istras i kewilayahan 
dan otonomi da erah kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerj a dan sebagai bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedina san lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 

Pasal 28 

(1)	 Tugas Pokok Kepal a Sub Bagian Penyusunan Program 
a dalah menyiapkan bahan perumusan , pela ksanaan , 
pengoordinasian , pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang penyusunan program pembangunan 
daerah. 

(2)	 Un tu k menyelenggarakan tuga s pokok seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepal a Sub Bagian 
Penyusunan Program adalah seba ga i beriku t : 

a.	 menyusun dan m empersia pkan ren cana kegiatan 
penyusunan program pembangunan da erah; 

b .	 menyusun bahan kebijakan dal am rangka 
mempers iapkan program pemba ngunan daerah ; 

c .	 menyusun pedoman, petunjuk tekni s dan petunjuk 
pelaksa n aan pe nyusu nan program pem bangunan 
daerah ; 

d .	 melak sanakan koordinasi dengan pemerintah pusat , 
provins i dan kabupa ten kota lain serta pihak swasta 
dalam rangka penyusunan s inergi tas program 
pembangunan daerah; 

e.	 m ela k sanakan sosia lisasi dan k oordina s i dal am rangka 
pen y \..l S1..1nan program p embangunan d a er-a h ; 

f.	 melaksanakan penyusunan program pembangunan 
dalam rangka m engem bangkan a kses pemba nguna n 
daerah ; 

g.	 melaksanakan koordinasi dan fasili tasi penyusunan 
program pembangunan dalam rangka mengurangi 



resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka 
kelancaran program pembangunan daerah; 

h.	 melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
program pembangunan daerah; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Pengendalian Program 

Pasal 29 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pengendalian Program 
adalah menyiapkan bahan perumusan , pelaksanaan , 
pengoordinasian , pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang pengendalian program pembangunan 
daerah . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pengendalian Program adalah sebagai berikut : 

a.	 menyusun rencana kegiatan pengendalian program 
pembangunan; 

b.	 menyusun bahan kebijakan pengendalian 
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan 
program pembangunan daerah; 

c .	 menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan pembangunan dalam rangka 
pengendalian program pembangunan daerah; 

d .	 melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat 
pelaksanaan program pembangunan baik oleh 
pemerintah maupun swasta; 

e.	 mengendalikan sinergitas program pembangunan baik 
oleh lembaga pemerintah maupun swasta; 

f.	 melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka 
pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya ya ng diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 30 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
adalah menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang monotoring dan pelaporan program 
pembangunan daerah. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 

a .	 menyusun rencana monitoring dan pelaporan program 
pembangunan daerah; 



b.	 melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan 
program pembangunan daerah; 

c.	 menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program pembangunan daerah; 

d.	 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 
pembangunan daerah; 

e.	 mencatat, menyusun rekomendasi dan 
menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi 
program pembangunan daerah; 

f.	 mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi 
pelaksanaan program pembangunan daerah; 

g.	 menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan 
perumusan kebijakan program pembangunan daerah; 
dan 

h.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf 3 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 31 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : 
a.	 menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah 

dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b.	 menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang dan jasa; 

c.	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
per-arrgkat da.erah d ib idarig pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang dan jasa; 

d.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan 
pengadaan bararig dan jasa, pengelolaan layanan 



pengadaan secara elektro ni k, pembinaan dan a dvokasi 
pengadaan barang dan j a s a ; 

e. m emberi petunjuk teknis , pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pela ksanaan tugas untuk 
menghindari terj adinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegi atan dibidang 
administrasi pemerintahan , a dm in is trasi kewilayahan 
dan otonomi daerah kepada a tasan , sebagai 
pertanggungjawaban kerj a dan seba ga i bahan 
pertimbangan lebih lanjut ; dan 

g. m elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Pasal 32 

(1)	 Tuga s Pokok Kepal a Su b Ba gian Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan J a sa adala h m eny iapkan bahan perumusan , 
pelaksanaan , pengoordina sian , peman tauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang 
dan jasa . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), r incia n tuga s Kepal a Sub Bagian 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan J a sa adala h sebaga i 
berikut: 
a.	 melaksanakan in venta ri sasi paket pengadaan 

barang/jasa; 
b .	 melaksanakan riset dan a nalis is pasar barang/jasa; 
c .	 m enyusun strategi penga daan barang/j a sa; 
d .	 menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta 

d okumen pendukung lainnya dan informasi yang 
dibutuhkan; 

e.	 m elaksanakan pemiliha n penyedia barang /jasa ; 
f.	 menyusun dan m engelola katalog elek tro n ik 

lokal / sektoral; 
g.	 membantu perencana an dan pengelolaan kontrak 

pengadaan barang /ja sa pemerintah ; 
h.	 m elaksanakan pe mantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pengadaan barang / jasa pemerin tah; dan 
1.	 melaksanakan tuga s kedinasan la innya yang diberikan 

oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Pasal 33 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Ba gian Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik a dalah m enyiapkan bahan 
perumusan, pelaksanaan , pengoordina si an , pemantauan 



dan evalua si kebij akan daerah d ib id ang pengelola an 
layanan pengadaan secara elektronik. 

(2)	 Untuk m enyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tuga s Kepala Sub Bagian 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elek tro n ik a dala h 
sebagai beriku t : 

a .	 m elaksanakan pengelolaan seluru h sistem informa s i 
pengada an ba rangj jasa (termasuk a ku n pengguna 
sistem pengadaan seca ra e lektron ik) dan 
infrastrukturnya; 

b.	 melaksana kan pelaya n a n pengada an barang jja sa 
pemerintah secara elek tron ik ; 

c .	 memfa sili ta s i pelaksan a a n registra s i d an verifikasi 
pengguna se luru h s is te m informasi penga da an 
barangjja s a ; 

d .	 m elaksanakan iden tifika s i kebutuhan pengembangan 
sistem informa si ; 

e .	 melaksanakan pengembangan s is te m informasi yang 
dibutuhkan oleh UKPBJ; 

f.	 melaksanakan pelaya na n informa si penga daan 
barang jja sa pemerin tah kepada m a sya ra kat luas : 

g .	 meri gelola informa si kontrak; 

h.	 m engelola in formasi manaj emen barang jja sa h a sil 
pengada an ; dan 

1.	 melaksanakan tuga s kedinasan lainnya yan g diberikan 
oleh atasa n . 

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
 
Pengadaan Barang dan Jasa
 

Pasal 34 

(1)	 Tugas Pokok Kepal a Sub Ba gian Pembin a an dan Advokasi 
Pengada an Ba rang d an J asa adalah m enyiapkan bahan 
peru mu san, pelaksanaan , pengoordina s ian , pemantauan 
dan evaluasi kebij akan daerah dibidang pemb in a a n dan 
ad vok a s i pengadaan barang dan jasa. 

(2)	 Untuk menyelenggara kan tugas pokok sebagaim a na 
dimaksud pada ayat (1), rincian tuga s Kepala Su b Ba gian 
Pembina an dan Advoka si Pengadaan Ba rang d an J a sa 
a dala h sebagai beri kut : 
a .	 m elaksanakan pem binaan bagi para pela ku 

pengadaan barang j ja s a pemerintah , terutama para 
Pengelola Pengada an Barang j J a sa dan personel 
UKPBJ; 

b.	 melaksanakan pengelola a n manajemen pengeta hu a n 
pengadaan ba rang jjasa; 

c .	 membina hubungan dengan para pe mangku 
kepentingan ; 

d.	 m elaksana kan pengelolaan dan p engukuran tingka t 
kematangan UKPBJ; 

e .	 melaksanakan a nalis is beban kerj a UKPBJ; 



f.	 mengelola personil UKPBJ; 

g.	 melaksanakan pengembangan sistem insentif personel 
UKPBJ; 

h.	 memfasilitasi implementasi standarisasi layanan 
pengadaan secara elektronik; 

1.	 melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

J.	 melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, 
danj' atau konsultasi proses pengadaan barang /jasa 
pemerintah dilingkungan pemerintah provinsi, 
kabupatenjkota, dan desa; 

k.	 melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, 
darr/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistem 
informasi pengadaan barangjjasa pemerin tah, antara 
lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; 

1.	 melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak 
melalui mediasi; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf 4 

Kepala Bagian Sumber Daya Alam 

Pasal 35 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Sumber Daya Alam adalah 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sumber daya 
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
sumber daya alam pertambangan, lingkungan hidup, 
sumber daya alam energi dan air. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang sumber daya alam 
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber 
daya alam pertambangan, lingkungan hidup, sumber 
daya alam energi dan air; 

b.	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
perangkat daerah dibidang sumber daya alam 
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
sumber daya alam pertambangan, lingkungan hidup, 
sumber daya alam energi dan air; 

c.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, 
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam 



pertambangan, lingkungan h idup, su m be r daya a lam 
energi da n a ir ; 

d.	 memberi pe tunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terj adinya penyimpangan d al am 
pelaksanaan tuga s ; 

e .	 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan d ibidang 
sumber daya alam pertanian , kehu tanan, kelautan d an 
perikanan , sumber daya a la m pertambangan , 
lingkungan hidup, sumber daya al am energi dan a ir; 
dan 

f.	 m elaksanakan tuga s kedina san lain nya yang diberikan 
oleh a tasan . 

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian,
 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 

Pasal 36
 

(1)	 Tuga s Pokok Kepala Sub Ba gian Sumber Daya Alam 
Pertanian, Kehutanan , Kelautan dan Perikanan adala h 
m enyiapkan baha n perumusan , pelaksanaa n, 
pengoo rdina s ian , peman tauan dan eva luasi kebijakan 
d aerah dibidang su m be r daya a lam pertanian , kehutanan, 
kelautan d an perikanan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kep al a Sub Bagian 
Sumbe r Daya Alam Pertanian , Kehutanan , Kelautan da n 
Perikanan adala h seba gai berikut : 

a.	 m enyusun baha n dan data serta analisa dibidang 
sumber daya a lam pertanian, kehutanan, kelautan dan 
perikanan ; 

b .	 m enyusun bahan perumusan kebij akan dibidang 
su m be r d aya a la m per tanian, kehutana n, ke la utan d a n 
perikanan ; 

c.	 m elaksanakan koordin a si dengan in stansi te rka it 
terhadap pelaksanaan kegia tan su m be r daya a la m 
pertanian, kehutanan , kelautan dan perikanan ; 

d.	 menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum keg iatan sumber daya a la m 
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan ; 

e.	 m elaksanakan pemantauan dan eva luasi serta 
pelaporan dibidang su m ber daya al am pertanian , 
kehutanan , kelautan dan perikanan ; 

f.	 memfasilita si dan pe m binaan di bidang su m ber daya 
edam pcrtanian , k chuta n an, kelautan dan perikanan ; 
dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya ya ng diberikan 
oleh a tasa n . 



Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan 
dan Lingkungan Hidup 

Pasal 37 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Ba gian Sumber Daya Alam 
Pertambangan dan Lin gkungan Hidup adal ah menyiapkan 
bahan perumusan, pelaksanaan, pengoordinasian , 
pemantauan d an evaluasi kebijakan daerah dibidang 
sumber daya a la m pertambangan dan lingkungan h idup. 

(2)	 Un tu k menyelenggarakan tugas pokok sebaga imana 
dimaksud pada aya t (1), rincian tugas Kepala Sub Bagi an 
Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lin gkungan Hidup 
adal ah sebagai berikut : 

a .	 menyusun bahan dan data serta a nalisa dibidang 
sumber daya a la m pertambangan dan lingkungan 
hidup; 

b .	 menyusun bahan perumusan kebij akan dibidang 
sumber daya alam pertambangan dan lin gkungan 
hidup; 

c.	 melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
terhadap pelaksanaa n kegiatan sumber daya a la m 
pertambangan dan lingkungan hidup; 

d .	 menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum kegiatan su m be r daya a la m 
pertambangan dan lingkungan hidup; 

e.	 m elaksanakan pemantauan dan evaluasi ser ta 
pelaporan dibidang sumber daya a la m pertambangan 
dan lingkungan hidup; 

f.	 memfasilitasi dan pembinaan dibid ang sumber daya 
al am pertambangan dan lin gkungan hidup; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedina san lainnya yang diberikan 
oleh a tasa n . 

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air 

Pasal 38 

(1)	 Tugas Pokok Kep ala Sub Bagian Energi dan Air adalah 
m enyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordina si an, pemantauan dan evaluasi kebij akan 
daerah dibidang su m ber daya a lam pertanian , kehutanan , 
kelautan dan perikanan . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Energi dan Air ad a la h sebagai berikut : 

a.	 m erivusun bahan da n data s e r t a a n a li sa d ib iclarr g 

energi dan a ir; 
b.	 menyusun baha n perumusan kebijakan dibidang 

sumber daya a la m energi dan a ir ; 
c .	 melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 

terhadap pelaksanaan kegiatan sumber d aya a la m 
energi dan a ir; 



d.	 m enyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
dan pedoman umum k egiatan su m ber daya al am 
energ i dan a ir; 

e.	 melaksanakan pemantauan dan evalua si ser ta 
pelaporan dibidang su m be r daya energi dan a ir; 

f.	 m emfasilita si dan pembina an dibidang sumber daya 
energi dan ai r; dan 

g.	 m elaksanakan tuga s kedina san lainnya yang diberikan 
oleh a ta san . 

Bagian Keempat 

Asisten Administrasi Umum 

Pasal 39 

(1)	 Tugas Pokok Asi sten Administrasi Umum adalah 
memban tu Sekre tar is Daera h dalam penyusunan 
kebij akan daerah , pe laksanaan kebijakan, 
pengoordin a si an pelaksanaan tugas perangkat daerah 
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebij akan 
daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan 
komunika si pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. 

(2)	 Un tuk menyelenggarakan tu gas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asi sten 
Administrasi Umum adalah sebagai berikut : 

a .	 penyusunan kebijakan daerah dibidang organ isasi; 

b.	 pelaksanaan kebij akan d ib idang umum , protokol dan 
komunikasi pimpinan , dan perencanaan dan 
keuangan; 

c .	 pengoordinasian pel aksanaan tugas perangkat daerah 
d ibida n g organ isas i; 

d .	 penyiapan pelaksanaan pemantauan dan eva lu asi 
d ibidan g umum, organ isas i, protokol dan komunikasi 
pimpinan , dan perencana an dan keuan ga n; 

e.	 pemantauan d an eva luasi pelaksana an kebijakan 
daerah dibidang organ isasi; 

f.	 penyiapan pelaksanaan pembinaan administra si dan 
ASN pada instansi daerah ; 

g.	 melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
a d m in is tratif kepada Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertik al di daerah sesu a i dengan bidangnya ; 

h.	 memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas , untuk 
menghindari terj adinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas ; 

1.	 rr.ernb erilca n u sulan dan p crtimbangan k c p a d a a ta sari 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang aka n 
diambil dibidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan 
kerj a sarna; dan 

J .	 melaksanakan tugas kedinasan la innya yang diberikan 
oleh a ta san. 



Paragraf 1
 

Kepala Bagian Umum
 

Pasal 40
 

Tuga s Pokok Kep al a Ba gian Umum a da lah melaksanakan 
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan 
evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

Pasa141 

Untu k menyelenggarakan tuga s pokok sebagaim a na d imaksud 
pada Pasal 40 , rincian tugas Kepala Ba gian Umum ada la h 
sebagai berikut : 

a .	 m enyiapkan bahan pelaksanaan kebij akan dibidang tata 
usaha pimpinan , staf a h li dan kepega wai an, perlengkapan 
dan rumah tangga ; 

b.	 m enyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
dibidang tata usaha pimpinan, staf a h li dan kepegawaian, 
perlengkapan dan rumah tangga; 

c .	 m emberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
m enghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 
tugas; 

d.	 m enyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tata 
usaha pimpinan , staf ahli dan kepegawai an , perlengkapan 
dan rumah tangga; dan 

e.	 melaksanakan tu ga s kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, 
Staf Ahli dan Kepegawaian 

Pasal 42 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf 
Ahli dan Kepegawai an adalah menyiapkan bahan perumusan, 
p elaksanaan , pengoordinasi an, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan d a erah dibidang tata usaha pimpinan , Staf Ahli dan 
Kepegawaian . 

Pasal43 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 2 , r incian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 
a .	 melaksanakan pengelolaan administrasi perkan toran yang 

m eliputi ke giatan tata usaha umum, persuratan, 
kepegawaian Sekretaris Da erah, Asi sten Sekretaris Daerah, 
Staf Ahli , d an rapat-rapat dina s ; 

b .	 m elaksanakan pemantauan dan eva luas i dibidang 
pengelolaan a d rn in is tra s i perkantoran yang meliputi 
ke giatan rata usaha umum, persuratan, kepegawaian 
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Da erah, Staf Ahli , dan 
rapat-rapat dinas; 

c .	 melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan 



d .	 m elaksanakan tugas kedina san lainnya yang d iberikan oleh 
ata san. 

Kepala Sub Bagian Perlengkapan 

Pasal 44 

Tugas Pokok Kepal a Sub Bagian Perlengka pan ada la h 
menyiapkan bahan perumusan , pelaksanaan , pengoordinasian , 
pemantauan dan evaluasi 
perlengkapan pimpinan da erah . 

kebij akan daerah dibidang 

Pasa145 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada Pa sal 44 , rincian tugas Kepala Sub Ba gian Perlengkapan 
a dala h sebagai berikut : 
a .	 m elaksanakan kebijakan pengamanan, pemel ih araan 

sarana dan pra sarana serta m enjaga kebersihan kantor 
dil in gkup Sekretariat Da erah ; 

b .	 m elaksanakan kebij akan pengada an perlengkapan Kep ala 
Da erah dan Wakil Kepala Daerah ser ta Sekretariat Da erah; 

c .	 m elaksanakan kebij akan pengelolaan, penggunaan , 
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala 
Da erah dan Wakil serta Sekretariat Da erah serta kendaraan 
dina s operasional dan sewa kendaraan; 

d.	 m elaksanakan pemeliharaan sara n a dan pra sarana , 
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dina s 
Kepala Daerah dan Wakil s erta Rumah Dina s Sekretariat 
Daerah ; 

e .	 m elaksanakan penyiapan sara na dan pra sarana u n tu k 
m endukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kep al a 
Daerah se r ta Sekretariat Da erah ; dan 

f.	 m elaksanakan tugas kedinasan la innya yan g diberikan oleh 
a tasan . 

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 

Pasal 46 

Tugas Pokok Kepala Sub Ba gian Rumah Tangga adalah 
menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, pengoordinasian, 
pemantauan dan eva luasi kebijakan daerah d ibidang rumah 
tangga pimpinan d aerah . 

Pasa147 

Un tu k menyelenggarakan tuga s pokok seba gaimana dimaksud 
pada Pa sal 46 , r in cian tuga s Kepala S ub Ba gian Rumah 
Tangga adalah sebagai berikut : 
a.	 melaksanakan urusan rumah tangga Kepal a Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah ; 

b.	 m elaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah ; 

c .	 m elaksanakan penyedia an a ko modasi, jamuan , makanan 
dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah; 



d.	 melaksanakan penyediaan akomodasi, jarnuan, 
makanan dan minuman untuk kegiatan Tamu 
Pemerintah Daerah dan rapat-rapat; dan 

e.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Paragraf 2 

Kepala Bagian Organisasi 

Pasal 48 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Organisasi adalah 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi 
birokrasi. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Organisasi adalah sebagai berikut : 
a.	 menyiapkan bahan perumusan ke bijakan daerah 

dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi 
birokrasi; 

b.	 menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis 
jabatan , pelayanan publik dan tata laksana serta 
kinerja dan reformasi birokrasi; 

c.	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas perangkat daerah dibidang Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana 
serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

d.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan 
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

e .	 memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

f.	 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Pasal 49 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan adalah menyiapkan bahan perumusan, 
pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 



kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis 
jabatan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Kelembagaan dan Analisis Jabatanadalah sebagai berikut : 

a.	 menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja (SOTK); 

b.	 menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan 
fungsi jabatan organisasi perangkat daerah; 

c.	 menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkat 
daerah dan unit pelaksana teknis dinas /badan; 

d.	 menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 

e.	 menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan 
evaluasi jabatan ; 

f.	 menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan 
organisasi perangkat daerah; 

g.	 menyusun profil kelembagaan perangkat daerah ; dan 
h.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

Pasal 50 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan 
Tata Laksana adalah menyiapkan bahan perumusan, 
pelaksanaan , pengoordinasian , pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang pelayanan publik dan tata 
laksana. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pelayanan Publik dan Tata Laksana adalah sebagai 
berikut : 

a.	 menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian 
dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan 
pola hubungan kerja; 

b.	 menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis 
dibidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi 
unit kerja/organisasi perangkat daerah dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c.	 melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan 
Standar Pelayanan Publik ; 

d.	 menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing 
Perangkat Daerah; 

e.	 menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan 
publik; 

f.	 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi 
pelayanan publik; dan 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh atasan. 



Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 

Pasal 51
 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi adalah menyiapkan bahan perumusan, 
pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan daerah dibidang kinerja dan reformasi birokrasi . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : 

a.	 menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi Birokrasi; 

b.	 menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKjIP) Kabupaten; 

c.	 menyusun road map reformasi birokrasi; 

d.	 melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

e.	 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi; dan 

f.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan . 

Paragraf 3 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 52 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan , dan 
dokumentasi . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai 
berikut: 
a.	 menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ; 

b .	 menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas perangkat daerah dibidang protokol, komunikasi 
pimpinan, dan dokumentasi ; 

c.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol , 
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

d.	 memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 



e. menyusun laporan pelaksanaan 
protokol, komunikasi pimpinan 
pimpinan; dan 

kegiatan dibidang 
dan dokumentasi 

f. melaksanakan tugas kedinasan lai
oleh atasan. 

nnya yang diberikan 

Kepala Sub Bagian Protokol 

Pasal 53 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Protokol adalah 
menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang tata protokoler. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Protokol adalah sebagai berikut : 

a .	 melaksanakan tata protokoler dalam rangka 
penyambutan tamu pemerintah daerah; 

b.	 menyiapkan bahan koordinasi dan Zatau fasilitasi 
keprotokolan ; 

c.	 menyiapkan bahan infarmasi acara dan jadwal 
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d.	 menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah 
Daerah; 

e .	 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan 

f.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 

Pasal 54 

(1)	 Tugas Pakak Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 
adalah menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, 
pengaordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah dibidang kamunikasi pimpinan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut : 

a.	 menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait 
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah; 

b.	 memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang 
penyampaian infarmasi tertentu; 

c.	 memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak­
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas 
arahan pimpinan; 

d.	 menghimpun dan mengolah informasi yang yang 
bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

e.	 menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 



f.	 menyiapkan dan m enggandakan baha n m ateri 
kebij akan; 

g.	 menyusun naskah sam butan dan pidato Kepal a 
Daerah dan Wakil Kepal a Da erah ; dan 

h.	 m elaksanakan tugas kedina san lainnya yang 
diberikan oleh atasan . 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan 

Pasal 55 

(1)	 Tuga s Pokok Kepala Sub Ba gian Dokumentasi Pimpinan 
a dalah m enyiapkan bahan perumusan , pelaksana an , 
pengoordina sian , pemantauan d an evaluas i kebijakan 
da erah dibidang dokumenta s i p impinan . 

(2)	 Untu k m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tuga s Kepala Sub Ba gian 
Dokumenta si Pimpinan adalah sebagai berikut : 
a.	 m endokumentasikan k egiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 

b.	 m enyusun notulensi rapat Kepal a Da erah dan Wakil 
Kepala Da erah; 

c.	 memfa sili ta si peliputan media te rhadap kegiatan 
Kepala Da erah dan Wakil Kepal a Da erah ; dan 

d .	 m elaksanakan tugas kedina san lainnya ya n g diber ikan 
oleh atasan. 

Paragraf 4 

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 56 

(1)	 Tuga s Pokok Kepala Bagian Perencana an dan Keuangan 
adalah melaksan a ka n pe riyiapan pengoordinasian 
perumusan kebijakan d a erah , pengo ordina s ian 
pelaksana an tugas perangkat d a erah , d an pemantauan 
d an evaluasi pelaksanaan kebijakan d a erah dibidang 
perencana an , keuangan dan p elaporan . 

(2)	 Untuk m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Perencana an d an Keuangan adal ah sebagai berikut : 

a.	 penyiapan bahan pengoordina si a n perumusa n 
keb ija kan d a erah dibidang perencana an , keuangan 
d an pelaporan ; 

b.	 penyiapan bahan pengoordina sian pelaksanaan tuga s 
perangka t d aerah dibid ang perencanaan, keuangan 
dan pelaporan; 

c .	 penyiapan bahan pemanta u an dan evaluasi 
pelaksana an kebijakan da erah te r kait pencapaian 
tujuan kebij akan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yan g mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan dibidang perencana an , keuan ga n dan 
pelaporan ; 



d .	 pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asis ten 
Administrasi Umum yang berka itan dengan tugasnya ; 

e .	 memberi petunjuk teknis , pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksa naan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

f.	 m enyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
kelemba gaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan ta ta laksana, kinerja dan reformasi birokrasi ; dan 

g.	 m elaksanakan tugas kedina san lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal 57 

(1)	 Tugas Pokok Kep ala Sub Ba gian Perencanaan a da lah 
m enyiapkan bahan perumusan , pelaksanaan, 
pengoordinasian , pemantauan dan eva luasi ke bijakan 
daerah dib idang perencanaan Sekretariat Da erah . 

(2 )	 Untu k menyelenggarakan tugas pokok seba gaimana 
d imaksud pada ayat (1), rincian tugas Kep ala Su b Ba gian 
Perencanaan ada lah sebaga i berikut : 
a .	 menyiapkan bahan penyusunan perencanaan 

Sekretariat Da erah ya ng meliputi penyusunan rencana 
strategis (Re nstra), rencana k in e rj a (Renja) tahunan , 
Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

b .	 m enyiapkan bahan fa s ilit a si pelaksanakaan a s istensi 
dan ve rifikas i RKA, DPA, DPPA Perangka t Da erah ; 

c .	 menyusun perjanjian kinerj a Sekretariat daerah ; dan 
d .	 m elaksanakan tugas kedina san lainnya yang di berikan 

oleh a tasa n. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasal 58 

(1)	 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan ada lah 
m enyiapkan bahan perumusan , pelaksanaan , 
pengoordinasian, pemantauan dan eva luas i ke bijakan 
daerah di bidang keuangan Sekreta riat Daerah . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kep ala Su b Bagian 
Keuangan adalah seba gai berikut : 
a .	 m elaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat 

Daerah ; 
b .	 m elaksana kan penatausaha an barang m ilik daerah 

pada Sek reta riat Daerah; 
c .	 m elaksanakan te kn is pengelolaan adm ini s tras i 

keuangan dan a nggaran dil ingkungan Sekretariat 
Daerah; 

d .	 melaksanakan pembinaan dan fas ilitas i a nggaran 
dilingkungan Sekretariat Daerah ; 

e.	 rnelaksanakan s is tern pengendalian in te rn; dan 



f.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yan g diberikan 
oleh ata san . 

Kepala Sub Bagian Pelaporan 

Pasal 59 

(1)	 Tuga s Pokok Kepala Sub Bagian Pel aporan adal ah 
menyiapkan bahan perumusan , pelaksanaan , 
pengoordinasian , pemantauan dan eva luasi kebijakan 
d aerah dibidang pelaporan Sekretariat Oaerah .. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pelaporan adalah sebagai berikut : 
a. m enyusun baha n Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah(LKjIP) Sekretariat Daerah; 

b . menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerj a Sekretariat 
Oaerah; 

c. m enyusun bahan laporan SPIP; 
d . menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat 

Oa erah ; dan 
e.	 m elaksanakan tuga s kedinasan lainnya ya n g diberikan 

oleh a tasan . 

BABIV
 
RINCIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI
 

Pasal60
 

(1)	 Tugas Pokok Staf Ahli Bupati adalah memberikan 
telaahan , kajian dan rekomenda si terhadap isu-isu 
s tra tegis m engenai pemerintahan, h ukum, politi k , 
ekonom i, pembangunan , kemasyarakatan , keuangan dan 
Sumber Oaya Manusia (SOM). 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tuga s Staf Ahli Bupa ti 
a dala h sebagai berikut : 
a .	 m enyusun telaahan dan kaj ian ; 
b.	 m elaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 

dan pengkajian ; 
c.	 m elaksanakan ko ordina si dan konsultasi dalam 

m ela kukan penelaahan dan pengkajian; 
d.	 m emberikan saran , pertimbangan dan rekomenda si 

terhadap is u -is u s trategis kepada Bupati ; dan 
e .	 m elaksanakan tuga s lain yan g d iberikan Bupati . 

(3 ) Tata kerja pelaksanaan tuga s Staf Ahli Bupati : 
a .	 m enerapkan prinsip koo r d inas i , kon sultas i d an 

fa si litas i dengan perangkat d aerah yang terkait; 

b.	 perangkat daerah berkewajiban membantu dan 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas S ta f Ah li; 

c .	 d al am pelaksanaan tugas memperhatikan a ra han dan 
petunjuk Sekre taris Daerah ; dan 



d.	 dalam pelaksanaan tugas memperhatikan asas 
keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan 
keterpaduan . 

Paragraf 1 
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 

Pasa161 

(1)	 Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 
Hukum dan Politik adalah membantu Bupati memberikan 
telaahan, kajian dan rekomendasi terhadap isu-i.su 
strategis mengenai pemerintahan, hukum dan politik, 
yang mencakup : 

a.	 pemerintahan umum, melakukan telaahan dan kajian 
mengena: : 
1. ketataprajaan; 
2 . hubungan dengan instansi vertikal; 
3.	 ketenteraman dan ketertiban; 
4.	 penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah; 
5.	 pengawasan pulau-pulau kecil; 
6.	 perubahan rupa bumi dan toponini; 
7 . pertanahan; 
8.	 administrasi kependudukan; 
9 . catatan Sipil; 

10.1aporan	 dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan; dan 

11. tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh 
pemerintah kepada bupati. 

b.	 pemerintahan daerah, melakukan telaahan dan kajian 
mengenai : 
1.	 penyelenggaraan otonomi daerah; 
2.	 pelaksanaan urusan pemerintahan dan 

implementasi pembagian urusan pemerintahan; 
3.	 kerjasama antar daerah, dengan luar negeri dan 

badan hukum lainnya; 
4 .	 administrasi bupati dan DPRD; 
5.	 pemilihan bupati; 
6.	 pendapatan asli daerah; 
7 .	 produk bupati dibidang otonomi daerah ; 
8.	 pelaksanaan tugas kepala daerah; 
9 . pemekaran daerah dan kecamatan;
 
10.peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan
 

pemerintahan kepada camat; dan
 
11. tugas- tugas desen tralisasi lainnya.
 

c.	 pemerintahan desajkelurahan, melakukan telaahan 
dan kajian mengenai : 
1. penyelenggaraan pemerintahan desaj kelurahan; 
2 . diklatjjob training perangkat desaj kelurahan; 
3 . administrasi dan kekayaan desa; 
4.	 pengembangan desajkelurahan; 
5.	 pemilihan kepala desa; 
6.	 pelimpahan tugas bupati kepada kepala desa dan 

kelurahan; dan 



7. kewenangan otonomi desa . 

d. hukum, m elakukan telaahan dan kajian mengena i : 
1. produk hukum daerah ; 
2 . penerapan produk hukum daerah ; 
3 . sengketa hukum da erah ; 
4.	 hak-hak azasi manusia ; 
5. penerapan peratu ran daerah oleh pemerintah d aerah 

dan perangkat daerah ; dan 
6 . sin k ronisa i peraturan daera h, peraturan bupati dan 

keputusan bupati . 

e . politik, m elakukan tela ahan dan kajian mengenai : 

1. perkembangan politik di da erah; 
2 . implikasi perkembangan dan s ituas i politik ; 
3 . perkembangan dan tugas organisas i politik, orma s 

dan lembaga politik lainnya ; 
4. pelaksanaan demokrasi politik; 
5 . d in amika dan gejolak politik; dan 
6.	 upaya membangun demokra si d al am kehidupan 

politik. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1), rincian tuga s S taf Ah li Bupati 
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Poli tik adala h sebagai 
berikut: 

a.	 m enyusun telaahan dan k aj ian penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dal am bidang Pemerintahan , 
Hukum dan Politik; 

b.	 m elaksanakan fa s ilita si dalam melakukan penelaahan 
dan kajian dal am bidang Pemerintahan , Hukum dan 
Politik; 

c .	 memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 
terhadap isu-isu s trateg is kepada bupati dal am 
kebijakan pemerintahan, hukum dan politik; da n 

d .	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati 
d al am penelaahan dan pengkaj ian masalah 
pemerintahan , hukum dan politik. 

Paragraf 2 

Star AhU Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan 
dan Kemasyarakatan 

Pasa162 

(1)	 Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi , 
Pembangunan dan Kemasyarakatan a da lah m embantu 
Bupati memberikan te laahan, kajian dan rekomenda si 
te rhadap isu-isu s t rategis m cngenai ckorio rni, 
pem ban gu nan dan kema syarakatan , ya ng m encaku p : 

a .	 ekonomi, meliputi : 
1.	 pembangunan perekonomian umum; 
2 .	 pembangunan pere konomian produksi ; 
3 .	 pembangunan perekonomian penunjang; dan 



4.	 pembangunan perekonomian strategis. 

b .	 pembangunan , m eliputi : 
1.	 pembangunan sosial eko riorni; 
2 .	 pembangunan sosi al budaya ; 
3 .	 pembangunan infra-struktur; 
4 .	 pembangunan sek to r strategis; d an 
S.	 pemba ngunan pedesa an , da erah terpencil dan 

daerah terisolir . 

c .	 kemasyarakatan, meliputi : 

1.	 pembinaan lemba ga kemasyarakatan dan 
pengembangan potensi ; 

2 .	 pengembangan partis ipasi m asyarakat; 
3 .	 pembinaan dan pelestarian kelemba gaan ada t , sem 

budaya dan nilai-nilainya; 
4.	 pemantapan ketahanan m asyara kat; dan 
5 .	 pemberdayaan m a syarakat. 

(2 )	 Untuk m enyelenggarakan tugas pokok sebaga ima na 
d imaksu d pa da aya t (1), rincian tugas S taf Ah li Bupati 
Bidang Ekonomi , Pembangunan dan Kemasyara katan 
a dala h sebagai berikut : 

a.	 menyusun telaahan dan kaj ian penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam bidang Ekonomi , 
Pembangunan dan Kemasyaraka tan; 

b .	 m elaksanakan fa s ilita si dalam melakukan penela ahan 
dan kajian da lam bidang Ekonomi , Pembangunan dan 
Kemasyarakatan; 

c .	 memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 
te rhadap isu-isu strategis kepada bupati d al am 
kebijakan ekonomi , pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

d .	 m elaksanakan tuga s lain yan g diberikan oleh bupati 
dalam penelaahan dan pengkajian masal ah ekono m i, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

Paragraf 3
 
Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
 

Pasa163 

(1)	 Tugas Pokok S taf Ahli Bupati Bidang Keuangan adalah 
membantu Bupati m emberikan telaahan, kajian dan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis m engenai 
keuangan dan Sumber Daya Manusi a (SDM) , yang 
mencakup: 

a .	 keuangan, meliputi : 
1.	 pelaksanaa n APBD dan keten tuan pelaksanaannya; 

2.	 sumber-sumber pendapatan da erah d engan 
pinjaman daerah ; 

3.	 pembinaan hubungan Pemerintah Daerah dengan 
lemba ga ke u a nga n; d an 

4 .	 pengembangan BUMD . 



b .	 sumber daya manusia, meliputi : 
1.	 pembinaan dan pengembangan Sumber Oaya 

Manusia (S OM) masyarakat; 
2.	 pembinaan dan pengembangan Sumber Oaya 

Manusia (SOM) aparatur; dan 
3 .	 kerj a sama dalam pengembangan Sumber Oaya 

Manusia (SDM) aparatur dan SDM masyarakat. 

(2)	 Untuk m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Staf Ahli Bupa ti 
Bidang Keuangan a da la h sebagai berikut : 

a .	 menyusun te laa h a n dan kajian penyelenggaraan 
pemerin tahan daerah dalam bidang Keuangan dan 
SOM ; 

b.	 melaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 
dan kaji an dal am bidang Keuangan d an SOM ; 

c.	 memberikan saran , pertimbangan dan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam 
kebij akan keuangan dan SOM ; dan 

d .	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupa ti 
dalam penelaahan d an pengkajian m asalah keuangan 
dan SOM. 

Paragraf4 

Sekretariat Staf Ahli Bupati 

Pasa164 

(1)	 Untuk m endukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf 
Ahli Bupati , dibentuk Sekretariat ya ng tugas pokoknya 
m emberikan pelayanan a d m in istrasi kepada selu ru h Staf 
Ahli Bupati. 

(2)	 Sekretaria t sebagaimana dimaksud pada aya t (1), berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub 
Ba gian Tata Usaha Pimpinan, S taf Ahli d an Kepegawaian 
pada Bagian Umum. 

(3)	 Untuk m enyel enggarakan tugas pokok seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Sekretariat Staf Ahli 
Bupati adal ah seba gai berikut : 

a.	 m enyiapkan data d an baha n penyusunan program , 
rencana kerj a dan pelaporan hasil kerja Staf Ahli 
Bupati ; 

b .	 mengadministrasikan su rat m a suk dan su ra t keluar; 
c .	 mengadminis trasikan a rsip dan data; 
d .	 mengurus pengetikan , ekspedisi d an pengantaran 

su rat; 
e .	 mengatur a genda h arian Staf Ahli Bupati dan 

penerimaan tamu-tamu; 
f.	 melakukan pencatatan kesimpulan rapat (n otu len) dan 

pelaporan h a sil rapat; 
g.	 memfasilitasi acara rapat , koordinasi dan konsolidasi; 



h.	 melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dalam hal 
pelaksanaan tugas tertentu; 

1.	 mengelola administrasi pertanggungjawaban 
keuangan; dan 

J.	 melaksanakan tugas- tugas kesekretariatan lainnya. 

(4)	 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi Staf Ahli Bupati, ditempatkan Pegawai pada 
Sekretariat Staf Ahli Bupati yang penempatannya 
dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal65 

(1)	 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan 
fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Bupati, 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Unit Kerja masing-masing. 

Pasal66 

(1)	 Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

(2)	 Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 

(3)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4)	 Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 

TATA KERJA 

Pasa167 

(1)	 Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, 
Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian , Kepala Sub 
Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 



(3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

Pasa168 

(1)	 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan 
Sekretariat Oaerah bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-masing. 

(2)	 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab 
pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
tepat pada waktunya. 

(3)	 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada 
satuan organisasi lain dilingkungan Sekretariat Oaerah 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4)	 Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan 
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan 
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

Pasa169 

(1)	 Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, 
Sekretaris Oaerah melakukan tugas-tugas Bupati sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas 
para Asisten berada dalam koordinasi seorang Asisten 
yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan 
senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

(3)	 Oalam hal Asisten Sekretaris Oaerah berhalangan, tugas­
tugas para Bagian berada dalam koordinasi seorang 
Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah 
dengan memperhatikan senioritas dalam Oaftar Urut 
Kepangkatan. 

Pasa170 

Atas dasar pertimbangan daya-guna dan hasil-guna, masing­
masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 



BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal71 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasa172 

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris 
Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat 
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ses'uai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal73 

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Dan Staf Ahli Bupati Lampung 
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa174 

Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 
mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di kalianda 
pada tanggal 1 IVov0o"lber 2019 

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

-
FREDY 8M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 
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